
Catatan Indonesia Corruption Watch 

Kebijakan Pemangkasan Anggaran: Hemat untuk Rakyat atau 
Dana untuk Aparat? 

Pengantar 

Pada 22 Januari 2025 lalu Presiden Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 
2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Inpres 1/2025). Dalam 
poin kedua huruf a bahwa perlu adanya pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh sejumlah 
Kementerian/Lembaga sebesar Rp256,1 triliun. Sementara itu, pada poin ketiga angka 2 
dijelaskan bahwa pemotongan anggaran belanja meliputi belanja operasional dan non 
operasional yang sekurang-kurangnya terdiri dari belanja operasional perkantoran, belanja 
pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta 
pengadaan peralatan dan mesin. 

Pemotongan anggaran tentunya perlu didukung dengan mempertimbangkan analisis yang tepat 
dan mengukur implikasi yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut. Mengingat potensi korupsi 
dalam penggunaan anggaran yang cukup tinggi, penting untuk mengidentifikasi anggaran mana 
yang memiliki risiko tinggi terjadinya korupsi. Namun, keluarnya Inpres 1/2025 patut diduga 
tanpa adanya evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, misal anggaran 
pertemuan yang memboroskan belanja negara, pembelian peralatan yang tidak memiliki 
urgensi keterpakaian, atau pembayaran insentif bagi pejabat publik dari struktur yang gemuk. 
Selain itu, patut diduga pemangkasan anggaran tidak melalui proses analisis yang 
komprehensif dan analisis dampak yang ditimbulkan dari kebijakan efisiensi anggaran.  

Sebaliknya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menganalisis bahwa kebijakan efisiensi 
anggaran dilakukan secara terburu-buru. Hal ini dapat terlihat dari dua aspek. Pertama 
pemangkasan anggaran dilakukan secara tidak transparan sehingga berpotensi menghambat 
akses layanan dasar warga. Selain itu, kebijakan efisiensi ini tidak melalui evaluasi penggunaan 
anggaran tahun sebelumnya. Evaluasi penggunaan anggaran secara ideal digunakan untuk 
mengidentifikasi komponen mana yang tidak tepat sasaran. Tanpa adanya evaluasi, kebijakan 
efisiensi anggaran ini berpotensi akan memengaruhi layanan publik dan dapat berimplikasi 
terhadap maladministrasi1. 

Kedua, kebijakan pemangkasan anggaran tidak melalui proses analisis kebermanfaatan, 
terutama belanja pengadaan di Kementerian/ Lembaga yang tidak relevan dengan masyarakat. 
Berdasarkan data rencana dan pelaksanaan pengadaan di tahun 2025, ICW menemukan ada 
sejumlah pengadaan yang tidak memiliki relevansi dengan kepentingan warga. Meskipun telah 
ada kebijakan yang telah dikeluarkan sejak 22 Januari lalu, namun masih terdapat lelang yang 
telah selesai dilaksanakan, diantaranya oleh Kepolisian dan Kejaksaan. 

1 Aturan maladministrasi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 
Indonesia 



 

Oleh sebab itu, ICW melakukan analisis anggaran berbasis rencana dan pelaksanaan 
pengadaan untuk memberikan fakta bahwa pajak negara yang dibayarkan oleh masyarakat 
tidak dibayarkan untuk kepentingan publik yang lebih baik. 

Metode 

ICW mengumpulkan data perencanaan di Kementerian Pertahanan, Polri, dan Kejaksaan 
melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) milik Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
(LPSE). Pemilihan institusi tersebut didasarkan pada besarnya rencana pagu anggaran yang 
tersedia di SiRUP. Pengumpulan data dilakukan sejak tanggal 5-12 Februari 2025. Data yang 
dikumpulkan yaitu rencana belanja pengadaan yang nilainya di atas Rp10 miliar dan 
pengadaan yang sedang atau telah selesai dilaksanakan.  

Temuan 

Belanja pengadaan merupakan sektor yang memiliki potensi risiko korupsi sangat tinggi. 
Berdasarkan Laporan Skor Penilaian Integritas tahun 2024 yang baru diluncurkan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa pengadaan barang/ jasa pemerintah 
memiliki risiko penyalahgunaan yang sangat tinggi. Bentuk penyalahgunaannya antara lain 
seperti pengaturan tender, adanya kedekatan pejabat publik dengan penyedia, adanya 
kemahalan harga, adanya gratifikasi atau suap, bahkan hingga hasil pekerjaan yang tidak 
termanfaatkan.2 

Sementara itu, Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK periode 2019-2024 pernah 
menyatakan bahwa pemberian fee proyek dengan nilai 5-15 persen merupakan hal yang lazim.3 
Jika Presiden Prabowo konsisten untuk melakukan efisiensi anggaran, komponen belanja yang 
harusnya dipangkas pertama kali adalah pengadaan pemerintah. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data pengadaan oleh ICW, anggaran perencanaan pengadaan 
di Kementerian Pertahanan, Polri, dan Kejaksaan sebesar Rp49,6 triliun. Jika merujuk pada 
pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, maka potensi uang negara yang hilang 
akibat pemberian fee proyek terhadap pengadaan di tiga institusi tersebut sebesar Rp2,4-Rp7,4 
triliun.  

Apabila diturunkan secara detail, anggaran perencanaan pengadaan paling besar dikelola oleh 
Kementerian Pertahanan dengan total Rp29,3 triliun, dan diikuti oleh Polri dengan nilai Rp13,5 
triliun, dan Kejaksaan sekitar Rp6,7 triliun. 

3 Krisiandi, “KPK Sebut Bagi-bagi ‘Fee’ Proyek Pemerintah 5-15 Persen Sudah Lazim,” KOMPAS.com, March 6, 
2024, 
https://nasional.kompas.com/read/2024/03/06/11192991/kpk-sebut-bagi-bagi-fee-proyek-pemerintah-5-15-persen-sud
ah-lazim. 

2 Wahyu Dewantara Susilo dkk, Laporan Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2024 
(Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024), hal. 51. 



No Nama Institusi Jumlah Paket 
Pengadaan 

Total Pagu 
Anggaran 

1 Kementerian Pertahanan 355 Rp29,38 triliun 

2 Kepolisian RI 203 Rp13,5 triliun 

3 Kejaksaan RI 46 Rp6,78 triliun 

TOTAL 604 Rp49,66 triliun 
Tabel 1. Data olah jumlah paket pengadaan dan pagu anggaran di tiga institusi, sumber: SiRUP LKPP. 

Sesuai dengan Inpres 1/2025, terdapat pemotongan anggaran terhadap sekurang-kurangnya 
belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, 
pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. ICW mengidentifikasi 
terdapat belanja yang disyaratkan oleh Inpres untuk dipotong tapi faktanya masih tetap 
direncanakan atau bahkan sedang atau telah dilaksanakan oleh ketiga institusi tersebut. 
Belanja yang paling besar dan tetap direncanakan yakni pengadaan peralatan dan mesin 
sebesar Rp26,8 triliun, disusul dengan belanja operasional perkantoran sekitar Rp18,5 triliun. 
Selain itu, belanja lainnya yakni pembangunan infrastruktur Rp2,8 triliun dan belanja 
pemeliharaan sekitar Rp1,52 triliun. 

No Kategori Belanja Jumlah Paket 
Pengadaan 

Total Pagu 
Anggaran 

1 Pengadaan peralatan dan mesin 224 Rp26,81 triliun 

2 Operasional Perkantoran 262 Rp18,51 triliun 

3 Pembangunan Infrastruktur 83 Rp2,8 triliun 

4 Pemeliharaan 35 Rp1,52 triliun 

TOTAL 604 Rp49,66 triliun 
Tabel 2. Data olah kategorisasi belanja di tiga institusi, sumber: SiRUP LKPP. 

Jika dianalisis lebih mendalam, tergambar pola masing-masing institusi membelanjakan uang 
negara untuk kepentingan apa. Misal, Kementerian Pertahanan merencanakan lebih besar 
untuk belanja operasional perkantoran dengan nilai Rp14,82 triliun dan disusul untuk belanja 
pengadaan peralatan dan mesin senilai Rp12,34 triliun. Salah satu komponen pengadaan yang 
sangat besar yakni belanja bahan bakar minyak dan pelumas dengan total pagu senilai Rp5,44 
triliun. Sementara itu, komponen rencana belanja Kepolisian RI paling besar pada pengadaan 
peralatan dan mesin sekitar Rp8,7 triliun dan diikuti dengan belanja operasional perkantoran 
sekitar Rp3,52 triliun. Hal yang sama tergambar dari perencanaan yang dilakukan oleh 
Kejaksaan, yakni menganggarkan Rp5,74 triliun untuk pengadaan peralatan dan mesin. 

Institusi Kategori Total Pagu 



Anggaran 

Kementerian Pertahanan 

Operasional perkantoran Rp14,82 triliun 

Pengadaan peralatan dan mesin Rp12,34 triliun 

Pemeliharaan Rp1,31 triliun 

Pembangunan infrastruktur Rp1,08 triliun 

Kepolisian RI 

Pengadaan peralatan dan mesin Rp8,73 triliun 

Operasional perkantoran Rp3,52 triliun 

Pembangunan infrastruktur Rp848,78 miliar 

Pemeliharaan Rp395,74 miliar 

Kejaksaan RI 

Pengadaan peralatan dan mesin Rp5,74 triliun 

Pembangunan infrastruktur Rp873,77 miliar 

Operasional perkantoran Rp169,3 miliar 

TOTAL Rp49,66 triliun 
Tabel 3. Data olah belanja di tiga institusi sesuai kategori, sumber: SiRUP LKPP. 

Dari tabel di atas, sejumlah pengadaan peralatan dan mesin yang dibeli tidak ada kaitannya 
dengan kepentingan warga. Narasi Presiden Prabowo yang selalu menyampaikan tentang 
penghematan untuk kepentingan rakyat4 pada akhirnya tidak tercermin dari kebijakan yang Ia 
keluarkan. ICW mengidentifikasi terdapat sejumlah pengadaan yang diantaranya dibeli bukan 
untuk kepentingan rakyat, melainkan sebaliknya atau tidak ada hubungannya dengan 
kepentingan rakyat secara langsung. Misal, terdapat beberapa rencana pembelian alat 
surveillance yang dilakukan di tiga institusi tersebut. Selain itu, terdapat rencana pembelian 
seperti pengadaan helikopter (apache, avionic, dst), pembelian senjata dan amunisi, pembelian 
kendaraan untuk pengawalan, dan pembelian alat material khusus. Berikut sejumlah daftar 
rencana pengadaan yang teridentifikasi dari laman SiRUP LKPP. 

Institusi Nama Paket Pagu Anggaran 

Kementerian Pertahanan 

Pengadaan penyiapan helikopter dan 
modifikasi Avionic Bell-412 beserta 
sucad pesud dan heli 

Rp450 miliar 

Pembayaran Lanjutan Helikopter Rp340 miliar 

4 Hadi, Fadjar. “Prabowo: Saya Penghematan Anggaran Demi Rakyat, Tapi Ada Raja Kecil Melawan Saya.” 
Kumparan, February 10, 2025. 
https://kumparan.com/kumparannews/prabowo-saya-penghematan-anggaran-demi-rakyat-tapi-ada-raja-kecil-melawa
n-saya-24TRczWy4Hm. 

https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/detailPaketPenyediaPublic2017/53837843
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/detailPaketPenyediaPublic2017/53837843
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/detailPaketPenyediaPublic2017/53837843
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/detailPaketPenyediaPublic2017/54462355


Apache 

Pengadaan modifikasi Avionic dan 
harwat helikopter AS 565 Panther 
beserta sucad 

Rp300 miliar 

Pengadaan Senjata dan Amunisi 
Khusus Untuk Kolatmar-Dissenlekal Rp100 miliar 

Pengadaan Senjata Lawan Tank 
RPG-75 RTB-Dissenlekal Rp100 miliar 

Kepolisian RI 

Almatsus Dittipidnarkoba Rp2,57 triliun 

Almatsus Bareskrim Polri Rp1,1 triliun 

Pengembangan monitoring digital 
peralatan penunjang program 
harkamtibmas pada satuan wilayah 
Jawa, Bali, dan NTB 

Rp99,98 miliar 

Pengadaan ranmor R4 sedan 
pengawalan 2000-3000 cc Sat PJR 
Korlantas Polri T.A. 2025 

Rp87,5 miliar 

Tongkat Baton Sabhara APBN T.A. 2025 Rp70,2 miliar 

Kejaksaan RI 

Pengadaan Intelligence Airborne 
Reconnaissance Surveillance Rp303 miliar 

Advanced Spyware Technology For 
Enhanced Intelligence Surveillance In 
Prosecutorial Investigations 

Rp250 miliar 

Pengadaan Peralatan Kontra Intelijen 
Jammer Sellular untuk Kejaksaan Negeri Rp200 miliar 

Pekerjaan Pembangunan Sistem Naratif 
Berbasis BOT Wilayah Kejaksaan Tinggi 
Yogyakarta 

Rp200 miliar 

Pengadaan Peralatan Mobile Operasi 
Intelligent Monitoring Signal Tracing Rp100 miliar 

Tabel 4. Data olah contoh rencana belanja di tiga institusi berkaitan dengan alat surveillance, helikopter, kendaraan, 
dan senjata, sumber: SiRUP LKPP. 

Meskipun data di atas masih dalam kerangka perencanaan, namun tidak ada jaminan bahwa 
pengadaan tersebut akan dipangkas. Sebab, berdasarkan laman Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik (LPSE) milik Kepolisian RI dan Kejaksaan RI, ditemukan beberapa pengadaan 
sedang masuk atau telah selesai dalam proses lelang yang nilainya lebih dari Rp1 triliun. Hal ini 

https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/detailPaketPenyediaPublic2017/54462355
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/detailPaketPenyediaPublic2017/53838038
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/detailPaketPenyediaPublic2017/53838038
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/detailPaketPenyediaPublic2017/53838038
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/detailPaketPenyediaPublic2017/53849553
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/detailPaketPenyediaPublic2017/53849553
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/detailPaketPenyediaPublic2017/53864563
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/detailPaketPenyediaPublic2017/53864563
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/detailPaketPenyediaPublic2017/55004117
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menguatkan dugaan bahwa narasi mengutamakan kepentingan rakyat tidak sepenuhnya benar, 
karena pada sisi lain Ia lebih mengutamakan sektor keamanan dan pertahanan. 

Penutup 

Narasi Presiden Prabowo Subianto yang kerap menyampaikan penghematan uang negara 
untuk rakyat hanya pepesan kosong. Saat ini masih terdapat Rp49,6 triliun pagu anggaran yang 
diantaranya untuk membiayai alat surveillance, senjata anti huru-hara di tiga insitusi di atas. 
Tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan melanjutkannya prosesnya karena hingga 
saat ini informasi tersebut masih dipublikasikan di laman SiRUP.  

Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran patut diduga bertujuan hanya untuk membiayai program 
populisnya Prabowo dan untuk sektor keamanan. Padahal, anggaran yang dialokasikan terlalu 
besar untuk sektor keamanan akan meningkatkan potensi represifitas oleh aparat keamanan 
dan memperburuk kekerasan terhadap warga sipil. Selain itu, studi yang sama menunjukan 
bahwa saat pemerintah membeli alat keamanan dalam jumlah yang besar, maka aparat 
keamanan akan memiliki kecenderungan untuk menggunakan kekuatan secara berlebih.5 
Terlebih mekanisme akuntabilitas di Indonesia cenderung lemah sehingga membuka peluang 
korupsi yang sangat tinggi. 

 

5 Mummolo, J. "Militarization Fails to Enhance Police Safety or Reduce Crime but Increases Civilian Deaths." PNAS, 
2018 



Lampiran 

Gambar 1. Tangkapan layar LPSE Kejaksaan RI yang sedang melakukan proses lelang 

 

Gambar 2. Tangkapan layar LPSE Kepolisian RI yang telah selesai melakukan proses lelang 

 

 
 



Gambar 3. Tangkapan layar LPSE Kepolisian RI yang sedang melakukan proses lelang 

 
 

Gambar 4. Tangkapan layar LPSE Kepolisian RI yang telah selesai melakukan proses lelang 

 

 



Gambar 5. Tangkapan layar LPSE Kementerian Pertahanan yang sedang melakukan proses lelang 

 


